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Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:  
1) Hutan rakyat terbukti berhasil secara ekologis, namun belum menyejahterakan 

petani. 

2) Fragmentasi lahan dan praktik silvikultur tradisional menurunkan produktivitas dan 

mutu kayu. 

3) Posisi tawar petani lemah akibat keterbatasan akses pasar dan informasi regulasi. 

4) Kelembagaan lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan rantai nilai kehutanan. 

 

Ringkasan 

Policy brief ini membahas peran Hutan Rakyat (HR) dalam mendukung rehabilitasi lahan, 

peningkatan tutupan vegetasi, cadangan karbon, serta kesejahteraan petani kecil di 

Indonesia. Hutan Rakyat sebagai sistem pengelolaan lahan berbasis petani telah terbukti 

memberikan kontribusi ekologis penting, terutama di wilayah Jawa seperti Gunungkidul 

dan Ciamis, melalui perbaikan lahan kritis, mitigasi perubahan iklim, konservasi tanah, dan 

penguatan praktik agroforestri. Namun, capaian ekologis tersebut belum sepenuhnya 

sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani karena masih dihadapkan pada 

fragmentasi lahan, keterbatasan modal, praktik silvikultur tradisional, lemahnya posisi 

tawar, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan informasi harga. Di sisi lain, pohon 

dalam Hutan Rakyat memiliki potensi ekonomi sebagai “tabungan hidup” yang dapat 

dikembangkan menjadi sumber nilai tambah apabila didukung oleh tata kelola yang lebih 

baik. Policy brief ini menekankan pentingnya strategi penguatan Hutan Rakyat secara 

terintegrasi melalui peningkatan kapasitas teknis petani, penguatan kelembagaan kolektif, 

perluasan akses pembiayaan, penyediaan sistem informasi pasar, serta pengembangan 

kemitraan industri sebagai upaya untuk merekonsiliasi capaian ekologis dengan vitalitas 

sosial-ekonomi petani secara berkelanjutan.  

Kata kunci: hutan rakyat, kehutanan masyarakat, ketimpangan sosio-ekonomi, petani  

       hutan 
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Pendahuluan 

Hutan Rakyat (HR) merupakan sistem 

penggunaan lahan yang dikelola petani kecil, baik 

kolektif maupun individual, dan menjadi bagian 

penting lanskap sosial-ekologis Indonesia. Praktik 

Hutan Rakyat berkembang pesat di Jawa, terutama 

di areal lahan kritis seperti Gunungkidul dan Ciamis, 

yang berhasil direhabilitasi menjadi kawasan 

produktif bernilai konservasi (Wardhana et al., 2012; 

Wicaksono et al., 2021). Orientasi awal fokus pada 

konservasi, HR kini juga berperan penting dalam 

ekonomi lokal dan ketahanan pangan (Oktalina et 

al., 2015). 

Secara ekologis, HR berkontribusi pada 

penyimpanan karbon dan mitigasi iklim (Tohirin et 

al., 2021), serta mendukung siklus hara dan 

rehabilitasi lahan melalui sistem agroforestri (Salim 

& Budiadi, 2014; Maryudi et al., 2012). Namun, 

keberhasilan ini masih dibayangi oleh keterbatasan 

modal, fragmentasi lahan akibat sistem waris 

(Fauziyah et al., 2024), dan praktik silvikultur 

tradisional. Pohon sebagai “tabungan hidup” 

(Lukmandaru et al., 2010; Suhartati et al., 2021; 

Marsoem, 2013) belum optimal meningkatkan 

kesejahteraan petani HR karena mutu kayu rendah 

dan posisi tawar petani lemah (Marsoem et al., 

2014; Lestari et al., 2018; Woesono, 2011). Kajian ini 

mensintesis dinamika tersebut untuk merumuskan 

strategi pengembangan HR berkelanjutan. 

Pembahasan  

Dinamika Awal Kehutanan Masyarakat 

dalam Pembangunan Kehutanan  

Menurut Awang (2003), konsep farm 

forestry (FF) dan community forestry (CF) muncul 

sebagai respons atas deforestasi dan penurunan 

tutupan hutan di negara berkembang. Tujuannya 

adalah membantu masyarakat memenuhi 

kebutuhan kayu, meningkatkan penghidupan, 

sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui 

penanaman pohon di lahan pertanian dan 

perdesaan. Kongres Kehutanan Sedunia 1978 di 

Jakarta dengan tema Forest for People memperkuat 

paradigma ini, yang kemudian dipromosikan FAO 

melalui program kehutanan berbasis masyarakat. 

Secara filosofis, gerakan ini menekankan 

kemandirian, partisipasi, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui keterlibatan 

aktif dalam pengelolaan hutan. 

Karakteristik Petani dan Dampak 

Fragmentasi Lahan  

Mayoritas petani HR di Indonesia, 

khususnya di Pulau Jawa, berada pada kategori usia 

produktif, namun memiliki tingkat pendidikan 

formal yang relatif rendah. Meskipun memiliki 

pengalaman bertani yang panjang (Fauziyah et al., 

2025), keterbatasan ini membatasi kemampuan 

petani dalam mengadopsi inovasi teknologi atau 

memahami regulasi yang kompleks (Maryudi et al., 

2016).  

Isu struktural yang paling mendasar adalah 

keterbatasan dan fragmentasi lahan. Lahan yang 

dimiliki petani HR di Gunungkidul dan Ciamis  

tersebar dan berukuran kecil (Fauziyah et al., 2024; 

Utomo et al., 2021). Fauziyah et al. (2024) secara 

khusus menekankan bahwa fragmentasi lahan yang 

dipicu oleh sistem waris di Jawa Barat menyebabkan 

pengelolaan HR yang tidak efisien, dan secara 

langsung berkorelasi dengan masalah kemiskinan 

(Fauziyah et al., 2025). Kondisi ini menjelaskan 

rendahnya kontribusi HR terhadap total pendapatan 

rumah tangga petani yang berkisar antara 13% 

hingga 48% (Oktalina et al., 2015; Fauziyah et al., 

2025). 

Sebagai respons adaptif terhadap tekanan 

sosial ekonomi dan keterbatasan lahan, petani 

umumnya menerapkan sistem agroforestri (Hidayati 

et al., 2021; Silaban et al., 2025; Suhartati et al., 

2021). Sistem ini mengombinasikan pohon kayu 

komersial (seperti jati dan sengon) dengan tanaman 

pangan musiman atau MPTS (Multi-Purpose Tree 

Species) untuk menjamin kebutuhan pangan harian 

sekaligus memiliki saving account melalui 

kepemilikan pohon jangka panjang (Oktalina et al., 

2015; Silaban et al., 2025). Penerapan model 

agroforestri pada HR ini juga mendukung 

keanekaragaman tanaman pangan dan upaya 

konservasi (Silaban et al., 2025; Suryanto et al., 

2021). Selain itu, strategi diversifikasi penghidupan, 
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seperti mencari pekerjaan non pertanian atau 

migrasi sirkuler (Fauziyah et al., 2024, 2025), 

menjadi pelengkap wajib untuk menopang 

keterbatasan HR dalam menyediakan pendapatan 

utama. Fenomena ini mempertegas tantangan 

optimalisasi yang disebutkan oleh Suhartati et al. 

(2020), bahwa kebutuhan ekonomi jangka pendek 

sering kali menjadi prioritas yang memicu tekanan 

pada sistem kehutanan jangka panjang. 

Praktik Pengelolaan, Produktivitas, dan 

Potensi Ekologis  

Pola pengelolaan hutan rakyat (HR) 

bervariasi (Siarudin et al., 2022), namun praktik 

silvikultur umumnya masih tradisional, dengan 

penggunaan anakan alam dan minim pemeliharaan 

seperti penjarangan dan pemangkasan (Suryanto & 

Putra, 2012). Padahal, variasi pertumbuhan jati telah 

teridentifikasi (Lukmandaru et al., 2010; Marsoem, 

2013), dan lemahnya perlakuan silvikultur 

berdampak pada rendahnya mutu kayu—ditandai 

tingginya kayu juvenil dan banyak mata kayu—

sehingga menekan harga jual (Marsoem et al., 2014; 

Woesono, 2011). Penerapan Silvikultur Intensif 

(SILIN) terbukti mampu meningkatkan produktivitas 

dan kualitas kayu, sekaligus memperkuat potensi 

ekonomi HR (Lestari et al., 2018; Fujiwara et al., 

2018). 

Di sisi lain, HR tetap memberikan manfaat 

ekologis signifikan, mulai dari rehabilitasi lahan kritis 

(Maryudi et al., 2012), penyimpanan karbon hingga 

99,15 ton C/ha pada sistem wono di Gunungkidul 

(Tohirin et al., 2021), penyediaan energi biomassa 

(Siarudin et al., 2023), hingga kontribusi terhadap 

siklus hara melalui serasah (Salim & Budiadi, 2014).  

Kelembagaan Lokal, Akses Pasar, dan 

Sertifikasi  

Pengelolaan HR yang efisien bergantung 

pada kelembagaan tani yang kuat, seperti KTH atau 

koperasi. Tanpa itu, petani bergerak individual 

dengan posisi tawar lemah dan pengetahuan 

regulasi kayu—termasuk SVLK—yang terbatas 

(Kusuma, 2025; Maryudi et al., 2016). Pengelolaan 

kolektif melalui KTH atau Privately-Owned Forest 

Management Unit (POFMU) terbukti meningkatkan 

kapasitas dan akses bantuan (Fujiwara et al., 2018; 

Saputro & Budiharjo, 2024),  keberadaan dan 

dukungan dari berbagai lembaga terkait  cukup 

efektif memperkuat pembelajaran dan modal sosial 

lokal (Yumi et al., 2012). 

Lembaga Sertifikasi berbasis masyarakat 

seperti Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dapat 

memperbaiki praktik dan legitimasi (Sulistyaningsih, 

2010), namun dampaknya terhadap harga jual masih 

terbatas akibat kendala chain of custody dan 

agregasi skala kecil (Fujiwara et al., 2015). Karena 

itu, penguatan akses dan jaminan pasar melalui 

kemitraan industri menjadi kunci peningkatan 

margin petani (Syapitri et al., 2025; Ros-Tonen et al., 

2008). 

Rekomendasi 

Berdasarkan analisis kerentanan ekonomi 

petani hutan rakyat, diperlukan intervensi kebijakan 

yang komprehensif. Pemerintah dan pemangku 

kepentingan perlu beralih dari pendekatan 

administratif menuju pemberdayaan yang 

memperkuat keterampilan, akses permodalan, dan 

akses pasar. Tiga langkah strategis berikut 

direkomendasikan. 

1. Meningkatkan Kapasitas Teknis Melalui 

Silvikultur Adaptif dan Pendampingan Intensif.  

Pelatihan lapangan silvikultur adaptif penting 

untuk meningkatkan kapasitas teknis petani melalui 

praktik penjarangan selektif, pemangkasan, dan 

penggunaan bibit unggul lokal seperti jati, sengon, 

serta MPTS. Pendekatan berbasis fasilitator lokal—

penyuluh, petani teladan, dan praktisi—lebih efektif 

dibanding pelatihan formal karena menumbuhkan 

kemandirian dan memperkuat solidaritas 

antarpetani. 

2. Rekayasa Kelembagaan Ekonomi, Integrasi 

Panen, dan Akses Kredit.  

Integrasi kalender panen berbasis desa 

melalui KTH atau POFMU penting untuk mengurangi 

praktik “tebang butuh” dan memperkuat pemasaran 

kolektif. Hilirisasi skala desa seperti mini sawmill dan 

sentra mebel menjaga nilai tambah tetap lokal. 

Skema kredit tunda tebang diperlukan agar 

kebutuhan mendesak terpenuhi tanpa merusak 

siklus produksi. 

3. Digitalisasi Pasar dan Pembangunan Jejaring 

Kolaboratif.  
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Pembangunan sistem informasi pasar 

berbasis komunitas, seperti dashboard online atau 

grup WhatsApp, penting untuk mengurangi asimetri 

harga dan biaya. Kemitraan industri dengan 

kelembagaan dan sertifikasi kuat memotong rantai 

distribusi serta menaikkan pendapatan petani. 

Pendampingan jangka panjang multipihak menjamin 

kemandirian dan daya saing hutan rakyat.  

Kesimpulan 

Kebijakan dan praktik pengelolaan Hutan 

Rakyat (HR) masih terjebak dalam paradoks: berhasil 

secara ekologis, namun rapuh secara sosio-ekonomi. 

Meski mampu merehabilitasi lahan dan menyimpan 

karbon, kebijakan yang ada belum menyelesaikan 

persoalan struktural yang menjerat petani. 

1) Kegagalan pemerintah dalam hal trickle-down 

effect 

Dalam teori ekonomi pembangunan, trickle-

down effect (TDE) dipahami sebagai proses di mana 

pertumbuhan ekonomi di tingkat atas akan mengalir 

ke bawah dan memberi manfaat nyata bagi 

masyarakat luas (Suwarno, 2025). Teori tersebut 

pada kenyataanya berbanding terbalik dengan yang 

terjadi di lapangan, dimana praktik penebangan 

hutan seringkali tidak lestari dan mengabaikan 

prinsip silvikultur sehingga pemerintah sebagai 

mengambil keputusan dalam hal ini perizinan 

penebangan hutan dll tidak memberikan dampak ke 

masyarakat dan hanya memberikan keuntungan 

pada beberapa pihak seperti perusahaan. Ditambah 

hutan yang semakin rusak semakin merugikan 

masyarakat yang bergantung pada hutan. 

2) Fenomena Anti-Kopling (Anti-Coupling) 

Kebijakan saat ini belum menyentuh akar 

masalah "Anti-Kopling", di mana desakan ekonomi 

jangka pendek memaksa petani mengorbankan 

kelestarian jangka panjang melalui praktik panen 

dini atau alih fungsi lahan. Perlu adanya dukungan 

terhadap kondisi ini yaitu pemerintah perlu 

memperhatikan petani dari komponen keterampilan 

dan pengetahuan dalam pengelolaan hutan rakyat, 

sarana budidaya, akses kredit, dan keanggotaan 

dalam kelompok tani maupun organisasi sosial 

informal lainnya. Pemerintah dapat berperan dalam 

meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan 

rakyat agroforestri berbasis kayu yang lebih baik dari 

sisi kombinasi jenis maupun sistem silvikulturnya, 

memberikan dukungan keuangan melalui kredit 

budidaya tanpa mengganggu keseimbangan 

keuangan rumah tangga dibarengi dengan 

pendampingan yang lebih intensif (Suhartati et al., 

2020). Kelompok tani hutan rakyat perlu selalu 

didukung keaktifannya agar terjadi pengembangan 

pengetahuan dan informasi juga keterampilan 

tentang pengelolaan hutan rakyat. 

3) Jebakan Tabungan Hidup 

Narasi pohon sebagai "tabungan hidup" sering 

hanya menjadi omongan/tagline belaka, karena 

dalam kenyataannya pohon sering ditebang secara 

mendadak untuk kebutuhan darurat, bukan ketika 

nilai ekonominya paling tinggi. Hal ini membuat 

pohon gagal menjadi alat yang efektif dalam 

mengatasi kemiskinan. Penebangan pohon yang 

dilakukan terlalu cepat atau terlalu dini, tanpa 

menunggu usia tebang maksimal atau nilai ekonomis 

terbaik, memiliki berbagai dampak negatif, baik dari 

segi ekonomi maupun ekologi (Grima et al., 2020). 

Dampaknya adalah nilai jual rendah karena pohon 

muda memiliki batang yang kurang tebal dan volume 

kayu yang tidak terlalu besar, sehingga harganya 

jauh lebih rendah dari nilai terbaik yang mungkin 

dicapai. Kedua, kualitas kayu rendah: kayu yang 

berasal dari pohon muda biasanya belum cukup 

matang, lebih mudah melengkung atau pecah, serta 

memiliki tingkat kayu gubal (sapwood) yang lebih 

besar dibandingkan kayu teras (heartwood) yang 

bernilai lebih tinggi. Ketiga, biaya operasional yang 

tidak efisien sering terjadi karena biaya untuk 

menebang, mengangkut, dan mengolah sering lebih 

besar dibandingkan hasil produksi yang sedikit, 

sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. 
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